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SATU PINTU KABUPATEN LEBAK

Nomor :503/3y -PAUD/DPMPTSP/2018
Lampiran -

TENTANG:
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINT)

KEFALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEBAK,

Menimbang : a Surat permohonan dan Pengelola PAUD Darul  [lmi
Nomor : 423.7/PAUD/VII/2018 tanggal Juli 2018 perihal
Permohonan Rekomendasi Perpanjangan lzin Operasional
PAUD Darul [lmi;

b. bahwa lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
sebagaimana diamanatkan peraturan Menten Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014
tentang Pendinan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka
dalam menyelenggarakan proses pembelajaran  harus
memilild perizinan;

¢. bahwa sebagaimana dimaksud dalam buruf a dan b di
atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lebak tentang Perpanjangan lzin
Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;

Mengingat T Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4010j);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

3.  Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 112, Tambahan Lembaran WNegara Republik
Indonesia Nomor 5038),

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
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12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ing
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496), se 1
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 221);

Peraturan Menteni Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2007
tentang Penetapan Urusan Pemerintah Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran
Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor Bj;

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak
(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan
(Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015

Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak

Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8);
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Peraturan Bupati Lebak Nomor 41 Tahun 2017 te
Tata Cara Pemberian Perizinan dan Non
Dacrah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 41);

17.  Peraturan Bupati Lebak Nomor 65 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, mmdmm erta
Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan rpadu
Satu Pintu Kabupaten Lebak (Berita Daerah
Lebak Tahun 2017 Nomor 65);

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :
044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite
Sekolah;

2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :
087/U /2002 tentang Akreditasi Sekolah;

3. Rekomendasi Kepada UPTD Pendidikan dan Kebudayaan
Kecamatan Rangkasbitung Nomor : 421/243-Kec.Rks /2018
tanggal 23 Juli 2018 tentang Rekomendasi;

MEMUTUSKAN

Membenkan Perpanjangan lzin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan
Non Formal Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lebak kepada :

Nama Lembaga Pendinn : PAUD Darul llmi

Nama Lembaga PAUD : Kelompok Bermain (KB) Darul Ilmi
NPWP : 31.206.680.6-419.000

Alamat : Kp. Banjarsan RT. O01/RW. 06

Kel/Desa Mekarsari Kecamatan
Rangkasbitung Kabupaten Lebak
Provinsi Banten

No. Telp/HP : 0B7773099445

No. Fax/E-mail : 0B7773099445

Penanggung jawab atau pengelola menyampaikan laporan
penyelenggaraan pendidikan pada lembaga yang bersangkutan sesuai
ketentuan peraturan yang berlaku kepada Bupati Lebak atau qualt
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak, dengan
tembusan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanar
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak;

Satuan Pnunmump-ungj_ kit 1 (satu
b dalam 1 (sdti) tabio:
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Apabila di kemudian hari dalam hal Penyelenggaraan Pendidikan pada
yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi administratif dan
pemberian izin akan ditinjau kembali, :

KEENAM ¢ Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan Iehnﬂilﬁm
mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam penctapannya.

Ditetapkan di : Rangkasbitun

Pada tanggal : 018

a.n. BUPATI LEBAK
Plt. KEPALA DPMPTSP KABUPATEN LEBAK
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Tembusan -

Yth. Bupati Lebak.
Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
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3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabu paten Lebak.
4. Yth. Camat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak.

5. Yth. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan.



